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BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan
fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan
sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor
182.1/857/SJ perihal Pedoman Pemberdayaan
PPNS di Daerah dalam rangka pelaksanaan
penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
secara profesional dan proporsional sesuai lingkup
kewenangannya demi terwujudnya kepastian
hukum bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang,
perlu dibentuk Sekretariat;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, hal-hal yang
belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dalam Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Kabupaten Sumedang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3258)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094);



Menetapkan

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);

11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-
PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan
Peraturan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah;

16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan
Pengambilan = Sumpah atau Janji, Mutasi,
Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda
Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip



(1)
(2)

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat
daerah dalam penegakan peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah
dalam  penegakan  peraturan daerah dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan
masyarakat.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Sumedang yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan  terhadap  pelanggaran  Peraturan
Daerah.

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang
selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang
digunakan untuk membahas penyelenggaraan
urusan pemerintahan umum.

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan
membimbing, mendorong, mengarahkan,
menggerakkan termasuk kegiatan koordinasi dan
bimbingan teknis untuk pelaksanaan sesuatu
dengan baik, teratur, rapi dan seksama menurut
rencana/program pelaksanaan dengan ketentuan,
petunjuk, norma, sistem dan metode secara efektif
dan efisien untuk mencapai tujuan dengan hasil
yang diharapkan secara maksimal.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat
PPNS.

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.



BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3
Struktur organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari :
a. Pembina : 1. Bupati Sumedang.

2. Forum Komunikasi Pimpinan
Daerah Kabupaten Sumedang.
b. Pengurus
1. Ketua : Sekretaris Daerah
Kabupaten Sumedang.
2. Pelaksana : Kepala Satuan Polisi
Tugas Harian Pamong Praja Kabupaten
Sumedang
3. Sekretaris : Sekretaris Satuan Polisi
Pamong Praja kabupaten
Sumedang.
4. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumedang.
5. Koordinator : Kepala Bidang Penegakan
Operasional Perundang-undangan
Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sumedang.
6. Koordinator : Kepala Satuan Reserse dan
Pengawas Kriminal Kepolisian Resor
Sumedang.
7. Koordinator : Kepala Seksi Penyelidikan
PPNS dan Penyidikan pada
Bidang Penegakan
Perundang-undangan
Daerah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten
Sumedang.
8. Anggota : Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Wilayah Tugas
Kabupaten Sumedang.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4
Tugas Sekretariat PPNS mempunyai tugas melakukan
koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional,
monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah.

Pasal 5

Sekretariat PPNS mempunyai fungsi:

a. penyusunan program pelaksanaan penegakan
peraturan daerah;

b. penyusunan jadwal pertemuan berkala evaluasi
kinerja PPNS;

c. penyiapan bahan kebijakan hasil pertemuan
berkala yang mendesak;



pengusulan pengadaan sarana dan prasarana
pelayanan;

penerimaan, pengolahan, dan melakukan klarifikasi
pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran
Peraturan daerah;

penyusunan rencana monitoring pelaksanaan
peraturan daerah;

penyusunan rencana evaluasi pelanggaran
peraturan daerah;

penyusunan rencana pelaksanaan operasional
penyidikan pelanggaran peraturan daerah;
penyusunan jadwal pelaksanaan gelar perkara
tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran
peraturan daerah;

penyusunan jadwal dan melaksanakan koordinasi
penegakan peraturan daerah dan peraturan
perundang-undangan dengan POLRI, Kejaksaan
Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan aparatur
pemerintah lainnya;

penyusunan program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur PPNS.

Pasal 6

Wewenang Sekretariat PPNS meliputi :

a.

b.
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memerintahkan PPNS untuk melakukan
penyidikan;

memberikan  bantuan/dukungan  pelaksanaan
tugas penyidikan;

melakukan pembinaan profesi, mental dan
kepribadian PPNS;

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS;
melakukan pengendalian tugas PPNS;

melakukan penilaian kinerja PPNS;

memberikan insentif  kepada PPNS  yang
melaksanakan tugas penyidikan;

memberikan saran, masukan, usul dan tanggapan
kepada Bupati terkait dengan pemberdayaan dan
pembinaan PPNS.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan
Pasal 6 Sekretariat PPNS bertanggung jawab kepada
Bupati.

Pasal 8

Susunan keanggotaan dan uraian tugas Sekretariat
PPNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Diundangkan di

BAB YV
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya operasional Sekretariat PPNS dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumedang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI SUMEDANG,
ttd

EKA SETIAWAN
Sumedang

pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



